
A. Latar Bclakang Masalah 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Masyarakat adalah sl'kL·l,1111pok individu yang terdiri dari berbagai t ingkah 

laku, pola kehidupan clan jug;1 l:ttar bclakang kepentingan. Pembentukan masyarakat 

ditujukan bagi rasa kcbersan1;1:111 yang dimiliki oleh masing-masing indivich_1 krschut 

sehingga dari rasa kcbersarnaan terscbut ditampung berbagai kepentingan yant' 

menjadi kcpentingan publik. Publik clari uraian singkat di atas adalah masyarakat . 

yang dalarn kapasitas se!an;·utn) a perlu cliaclakan pengaturan-pengatui:an SL·hingga di 

dalam masyarakat tersebut ter..:ipta keteraturan clan kcdisplinan. 

ldentifikasi dari bera1ll' b ragamnya kumpulan masyarakat melahirkan suatu 

negara, yang dalam perwujudan sclanjutnya memiliki suatu sistem yang sering cliscbut 

dengan istilah Pemerintah. i\da berbagai kepentingan masyarakat yang ditata Jan 

dicampuri oleh pemcrintah d:111 ada juga kepentingan dari suatu rnasyarakat yang sama 

sekali tidak dicampuri oleh pcmnintah. 

Kemajuan teknologi rnc111bawa akibat terhadap pandangan manusia itu sendiri 

dalam hubungannya dengan alam sebagai lingkungan hidup. Ini berarti hahwa 

kesadaran manusia sendiri sL·111,1kin tinggi untuk mcmelihara kelangsungan hidup di 

rnasa yang akan datang . Untuk itu manusia harus mcmikirkan peraturan-pcraturan dan 

tata cara untuk 1111.'.mpcrokh kL·sL·larasan dan keseimbangan. 
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Dalam Pasal 4 Undang-l ndang No. 14 Tahun 1992 diterangkan : 

(1) Lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negma dan pembinaannya dilakukan 

oleh pemerintah. 

(2) Penyelenggaraan lalu litas <lan angkutan jalan dil8 ksanakan berdasarkan ketentuan 

dalam undang-unclang ini. 

Dalam kaitan ini selalu <litemukan konflik antara si pembuat peraturan dengan 

orang yang harus mematuhi pl'.rnturan itu. Konflik ini terjadi disebabkan berbagai ha!, 

antara lain bahwa si peke1ja sdalu merasakan kedudukan mereka yang diatur. 
• 

Pengelolaan pajak daeah sangat penting bagi kelangsungan otonomi daerah 

karena pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang �ukup potensial 

untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, baik dalam upaya pelaksanaan 

tugas-tugas umum pemerintah maupun pembangunan. Oleh sebab itu semakin 

gencarnya pernungutan pajak daerah hams semakin lancar pula pelayanan Pemerintah 

Daerah terhadap masyarakat terutama wajib pajak. Dengan melaksanakan pungutan 

pajak diharapkan keuangan Pemerintah· Daerah akan te1jamin sehingga manajemen 

pajak menjacli sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga claerah. 

Di antara sumber pendapatan di sektor perpajakan daerah yang sangat besar 

sumbangannya bagi kas daerah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara aclalah Pajak 

Kenderaan Bermotor dan Bea 13alik Nama Kenderaan Bermotor yang selanjutnya 

clitulis PKB/BBN-KB. Dalam hubungan ini salah satu unit pelaksana Dipenda 

Propinsi Sumatera lJtara di bidang pemungutan PKB/BBN-KB adalah Cabang 

Dipenda Medan Utara yang berdomisili/berlokasi atau diintegrasikan kantornya pada 
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